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Abstract: Implementation of CSR programis one form of implementation of the concept of good corpo-
rate governance. It isintended that the behavior of businesses have directives that can be referenced
by organizing all the interests of stakeholders that can be filled proportionally, preventing significant
errorsin the corporate strategy and ensures errors that occur can be corrected immediately. Basically,
corporate social responsibility is expected to go back into the culture for the Indonesian nation in
particular, and the world community in unity to overcome the problem of economic, social and envi-
ronmental. The population used as the sample is 10 Bappeda cities in East Java. Sampling using
purposive sampling. The data used are primary data derived from interviews and observations. The
results of the field studies showed that the average city does not have regulations on CSR in its
implementation, is also no institutional model so that the CSR Forum on the results of the study data
showed that a large part of the city agencies do not have a CSR forum.

Keywords: Corporate Social Responsibility ( CSR ), CSR Forum

Tanggung jawab sosial perusahaan / Corporate
Social Responsibility (CSR) dalam pengertiannya
dibagi dua, yaitu dalam pengertian luas dan dalam
pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas,
berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan
ekonomi berkelanjutan (sustainable economic
activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan
hanyaterkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga
menyangkut akuntabilitas (accountability)
perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta
duniainternasional.

Pengertian CSR dalam UU PT No. 40 Tahun
2007 Pasal 1 angka 3 menyebutkan TJSL adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya. CSR diatur pula dalam penjelasannya
pasal 15 huruf b UUPM 2007, TJSP adalah
tanggungjawab yang melekat pada setiap
perusahaan penanaman modal untuk tetap
menci ptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya
masyarakat setempat.

K emitraan pembangunan dengan DuniaUsaha
melalui pelaksanaan Tanggunjawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk
Pembiayaan penyel enggaraan kesejahteraan sosial,
pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan
hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi
berkualitas berbasis kerakyatan. Di dalam
pelaksanaanya sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan
Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 bahwa
Pemerintah berperan memberikan Fasilitasi untuk
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mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan
program tanggungjawab sosial perusahaan dengan
program pembangunan Pemerintah Daerah
Provinsi; dalam rangka mewuj udkan keberlanjutan
penyelenggaraan program tanggungjawab sosial
perusahaan untuk menuju Jawa Timur Lebih
Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan Mandiri dan
Berdaya Saing serta menjamin keberlanjutan dan
pengembangan Perusahaan.

Kemajuan Jawa Timur merupakan
tanggungj awab bersamayang harus ditanggung oleh
tiga pilar utama pembangunan yaitu Pemerintah,
Swasta, dan Masyarakat masing-masing
mempunyal peran dan fungsi untuk mencapai
kesejahteraan bersama. Dalam rangka
mel aksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan,
koordinasi dan sinkronisasi, serta monitoring
penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan
hubungan kerja dalam perencanaan pembangunan
daerah terkait dengan kemitraan dengan Dunia
Usaha diperlukan langkah-langkah penguatan
kelembagaan melalui Kemitraan dengan
Perusahaan yang melaksanakan CSR/PKBL di
Jawa Timur.

Untuk mengoptimalisasikan sinergitas
pemerintah daerah dan perusahaan- perusahaan
yang ada di Jawa Timur maka satu hal yang
dilakukan adal ah membentuk sebuah wadah medias
yang disebut dengan CSR Forum. Tahun 2009
dilakukan roadshow ke perusahaan-perusahaan
yang ada di Jawa Timur, Kabupaten/Kota dan
Kantor/Lembaga dengan tujuan menyamakan
perseps tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan
(TSP/ICSR). Selanjutnya padatahun 2010 terdapat
MoU mengenai perencanaan program kegiatan
CSR/TSP dengan 14 perusahaan (BUMN, BUMD
dan BUMS).

Tujuan penelitian ini untuk (1) melakukan
identifikas profil Forum CSR / PKBL di masing-
masing kota / kabupaten di Jawa Timur; (2)
melakukan identifikasi kendala dan permasalahan
pelaksanaan program yang di lakukan oleh Forum
CSR / PKBL di Jawa Timur; (3) melakukan
identifikasi ragam pelaksanaan program dan
kegiatan CSR/PKBL yang dilakukan Forum CSR
melalui pola kemitraan dan hibah kepada
masyarakat di provins JawaTimur;

CSR merupakan konsep yang terus
berkembang, dan belum memiliki sebuah definisi
standard maupun seperangkat kriteriaspesifik yang

diakui secarapenuh oleh pihak-pihak yang terlibat
di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga
bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan
dengan frasalain, seperti corporateresponsibility,
corporate sustainability, corporate
accountability, corporate citizenship dan
corporate stewardship. Lebih lanjut Boone dan
Kurtz (2007) menjelaskan bahwa tanggung jawab
sosial secara umum adalah dukungan manajemen
terhadap kewsajiban untuk mempertimbangkan laba,
kepuasan pelanggan dan kesgj ahteraan masyarakat
secara setara dalam mengevaluasi kinerja
perusahaan. Sedangkan Tamam Achdamengartikan
CSR sebagai komitmen perusahaan untuk
mempertanggung jawabkan dampak operasinya
dalamdimensi sosal, ekonomi, dan lingkungan serta
terus menerus menjaga agar dampak tersebut
menyumbang manfaat kepada masyarakat dan
lingkungan hidupnya. CSR dapat dipahami pula
dalam Permenneg BUMN No. PER- 05/MBU/
2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program
Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan pada Pasal 2 yang
menjadi kewajiban bagi BUMN baik Perum
maupun Persero untuk melaksanakannya. Aturan
tersebut diperbaharui pula dengan Permenneg
BUMN No.PER-08/MBU/2013 tanggal 10
September 2013.

Corporate Social Responbility adalah elemen
penting dalam kerangka keberlanjutan usaha suatu
industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan,
dan sosia budaya. Definisi secaraluasyangditulis
sebuah organisasi dunia World Bisnis Council for
sustainable Development (WBCD) menyatakan
bahwa CSR merupakan suatu komitmen
berkel anjutan ol eh duniausahauntuk bertindak etis
dan memberikan kontribusi kepada pengembangan
ekonomi dari komunitas setempat ataupun
masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan
taraf hidup pekerjanya serta seluruh keluarga.
Sedangkan menurut Nuryana CSR adalah sebuah
pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan
kepedulian sosial dalam operasi bisnis merekadan
dalam interaksi mereka dengan para pemangku
kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip
kesukarelaan dan kemitraan.

Corporate Social Responsibility adalah
sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan
Terbatas mel alui Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat
(1) UU 40 tahun 2007 ini menjelaskan “Perseroan
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yang menja anjan kegiatan usahanyadi bidang dan/
atau berkaitan dengan sumber daya alam, wgjib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan. Dengan adanya Undang-Undang ini,
industry atau korporasi-korporasi wajib untuk
mel aksanakannya, namun kewagjiban ini bukan
merupakan suatu beban yang memberatkan.
Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung
jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan
kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk
menci ptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan
kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat
dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup.
Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan
keuntungan yang didapatkan, namun juga harus
memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan.
Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi
membentuk konsep pembangunan berkel anjutan.

Di Indonesia, istilah CSR populer digunakan
sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan

‘ o . Corporate
Social Activity) atau “aktivitas sosial perusahaan”.
Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara
faktual aksinya mendekati konsep CSR yang
merepresentasikan bentuk peran serta dan
kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan
lingkungan. Melalui konsep investasi sosial
perusahaan “seat belt”, sejak tahun 2003
Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga
pemerintah yang aktif dalam mengembangkan
konsep CSR dan melakukan advokasi kepada
berbagai perusahaan nasional.

Pada awal perkembangannya, bentuk CSR
yang paling umum adalah pemberian bantuan
terhadap organisasi-organisasi |okal dan masyarakat
miskin di seputar perusahaan. Pendekatan CSR
yang berdasarkan motivasi karitatif dan
kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara
ad-hoc, partial, dan tidaklembaga. CSR tataran ini
hanya sekadar do good dan to look good, berbuat
baik agar terlihat baik. Perusahaan yang
melakukannya termasuk dalam kategori
“perusahaan impresif”, yang lebih mementingkan
“tebar pesona” (promosi) ketimbang “tebar karya”
(pemberdayaan) (Suharto, 2008a).

Sebagaimana yang telah dikemukakan
sebel umnya bahwa CSR merupakan tabungan masa
depan bagi perusahaan untuk mendapatkan
keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bukan
sekedar keuntungan ekonomi, tetapi lebih dari itu

yaitu keuntungan secarasosial dan lingkunganaam
bagi keberlanjutan perusahaan. Perusahaan-
perusahaan yang belum melakukan program CSR
mungkin dapat mencontoh perusahaan lain yang
telah lebih dulu melakukan program CSR dan
menikmati manfaat yang ditimbulkan. Misalnya PT
Unilever Indonesiatelah mel akukan program CSR
melalui pendampingan petani kedelai. PT Unilever
telah berhasil membinapetani yang menggarap lebih
dari 600 hektar kedelai hitam hingga
mengkontribusikan sekitar 30 persen kebutuhan
produksi Kecap Bango. Program semacamini tentu
sgja bermanfaat bagi petani dan perusahaan. Bagi
petani misalnya program ini bermanfaat untuk
meningkatkan kualitas produksi dan jugamenjamin
kelancaran distribusi, sedangkan bagi perusahaan
dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku
untuk produk-produk yang menggunakan bahan
dasar kedelai.

Manfaat-manfaat tersebut hendaknya dapat
juga dirasakan oleh perusahaan lain yang telah
melakukan program CSR. Melihat contoh diatas,
dapat memberikan gambaran pada kita bahwa
implementasi program CSR bukan hanya untuk
mengejar keuntungan ekonomi tapi juga dapat
menghindari terjadinya konflik dan menjaga
keberlanjutan usaha secara konsisten. Dilihat dari
perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR
menujuk pada kontribusi perusahaan terhadap
konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable
development), yakni pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan generas saat. ini dan kebutuhan
generasi masa yang akan datang secara terus
menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai
sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai
sebuah kesel mbangan antaratuj uan-tujuan ekonomi,
lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap
merespon harapan-harapan para pemegang saham
(shareholders) dan pemangku kepentingan
(stakeholder).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif karena kegiatan penelitian
Analisis Model Kelembagaan Forum Corporate
Socia Responsibility di Jawa Timur akan lebih
mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan
nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan
perilaku tertentu serta faktor-faktor eksternal
lainnya yang mendorong terbentuknya lembaga
forum yang kredibel, efektif dan sinergy antara
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pemerintah daerah perusahaan-perusahaan yang
mengeluarkan CSR. Metode pengumpulan data
yang digunakan yaitu metode observasi,
wawancaradan dokumentasi dengan mencatat data
dari laporan, catatan dan arsip dari beberapasumber
seperti internet, jurnal, penelitian terdahulu dan
sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikas Profil Forum CSR Per Kabupaten/
Kota

Dalam kajian ini telah dilakukan uji lapang
terhadap 10 kabupaten/kota di Jawa Timur yang
dipilih secaraacak. Hasil kgji lapang menunjukkan
bahwa semua kabupaten/kota tel ah mel aksanakan
kegiatan CSR namun belum optimal, keberadaan
payung hukum yang berupa Perda/Perbup tidak
semuadaerah memiliki, begitu jugadengan Forum
CSR padatingkat kabupaten/kota.

Tabd 1. Keberadaan Forum CSR K abupaten/K ota di

JawaTimur
No Bappeda Lap. Peda Pabup Forum
Kegatan

1 Kab. \% \% X \%
Rraodingoo

2 Kab. \% X X X
Lurgarg

3 Kab. \% \% X X
Larongen

4 Kab. Tuben \% \% \ \

5 Kab. Blitar \% \% \ \%

6 Kb \% \% \ \
Tuugegng

7 Kab. \% \% \ \
Baryuwnerg

8 Keb. Gesk \% \% \ \

9 Keb. Sdoajo Y, Y, Y, Vv

10 Kaa \% \% X \
Mg dkato

Sumber: Kajian turun lapang

Secararinci gambaran masing-masing Forum CSR
ditiap Kabupaten/ Kotayang di kaji adalah sebagai
berikut:

Forum CSR Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo telah membuat
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan sebagai dasar bagi
perusahaan dalam menjaga hubungan sosial dan

kesei mbangan lingkungan dengan optimal . Sebelum
Perda disahkan, telah didirikan FKTSP (Forum
Komunikasi Tanggungjawab Sosial Kabupaten
Probolinggo) pada tanggal 17 Juli 2012 oleh
perusahaan-perusahaan penyelenggara CSR
denganfasilitas Bappeda K abupaten Probolinggo,
dengan pengesahan legaitas forum melalui Akta
No.27 yang dibuat oleh NotarisAchmas Fauzi, SH
yang berkedudukan di Kraksaan Kabupaten
Probolinggo.

Fungs pembentukan FKTSPini adalah sebagai
tempat bagi perusahaan penyelenggara CSR untuk
saling berinteraksi (saling berkomunikas, berdiskus,
bersosialisasi) dan mengintegrasikan kepentingan
dalam menyelenggarakan program CSR agar
pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat manfaat.
Serta sebagai mitra pemerintah daerah dalam
merumuskan rencana kebijakan maupun
pel aksanaan terkait dengan pembangunan ekonomi
dan sosial. FKTSP Kabupaten Probolinggo ini
dibentuk berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta asas kebersamaan.
Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip-prinsip kelembagaan, kemandirian,
pemberdayaan, dan kemitraan.

Pada tahun 2015 tercatat 14 perusahaan yang
sudah aktif dalam forum. Khususnya untuk
perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang
pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam). Karena
perusahaan-perusahaan tersebut sudah diwajibkan
mel akukan pel aksanaan dan pel aporan CSR sesuai
dengan Perda No. 1 Tahun 2014. Jika perusahaan
tidak melakukan CSR maka akan dikenakan sanksi
adminigtratif.

Forum CSR di Kabupaten L umajang

Di Kabupaten Lumajang belum terbentuk
forum CSR. Meskipun ada perusahaan yang
menerapkan CSR namun forum masih belum
terbentuk. Beberapa perusahaan di Kabupaten
L umajang menerapkan CSR secaratersendiri tanpa
ada laporan ke Pemda. Pemda juga tidak bisa
memaksa perusahaan untuk menerapkan CSR
karena belum ada Perda terkait pelaksanaan CSR.
Seperti yang dikemukakan Bapak Arif

“belum ada forum CSR yang terbentuk di
Kabupaten Lumajang. Tapi kami berupaya agar
tahun depan forum sudah terbentuk dan
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perusahaan-perusahaan bisa bergabung aktif
dalam forum.”

Adapun kendala forum CSR di Kabupaten
Lumajang adal ah tidak maksimalnyakoordinasi dan
sinkronisasi antaraprogram yang dicanangkan oleh
Pemkab. Lumajang dengan program CSR yang
dilaksanakan oleh perusahaan, serta belum
terbentuknya Forum CSR di Kabupaten Lumajang
disebabkan beberapakendal g, yaitu:

1) Belumterbentuk forum
Menurut Bapak Arif ““di kabupaten lumajang
belum terdapat forum CSR. Tahun depan

Pemda berupaya untuk membentuk forum

CSR dengan perusahaan.

2) Perbedaan Persepsi tentang CSR antara

BAPPEDA dengan perusahaan

BAPPEDA dan perusahaan berjalan sendiri-

sendiri dalam melakukan pembangunan di

daerah Lumajang. Perusahaan menganggap

bahwa CSR adalah beban (Expense), padahal
jika CSR akan menjadi nilai lebih bagi
perusahaan dimata masyarakat ataupun inves-
tor dan stakeholder lainnya. Hal tersebut
diungkapkan oleh Bapak Arif (Sekertaris

Bappeda Lumajang) dalam wawancara
3) Jumlah perusahaan / sektor usahayang sedikit

Sektor usaha di kabupaten Lumajang masih

didominasi oleh perusahaan dengan skala kecil—
menengah. Hal ini dijelaskan oleh bapak Arif
selaku Sekretaris Bappeda Lumajang

“Hanya terdapat sedikit perusahaan di

kabupaten L umajang. Perusahaan-perusahaan

tersebut tidak memiliki sinkronisasi dengan

Pemda.Pemda tidak bisa memaksa perusahaan

untuk melakukan CSR. Perusahaan melakukan

CSR secara mandiri”

Forum CSR di Kabupaten L amongan

Berdasarkan Perda CSR yang telah
dikeluarkan oleh Bupati Lamongan tersebut, pada
tahun 2014, Pemkab Lamongan melalui Bappeda
Lamongan mulai menginisiasi pembentukan Forum
CSR dengan megundang perusahan-perusahaan
yang berada di wilayah kabupaten Lamongan.
Seperti dijelaskan oleh Bapak Edwin selaku
sekretaris Bappeda dalam wawancara yang
dilakukan pada hari kamis 11 Februari 2016 :

“kami pihak Bappeda sudah beberapa kali

mengundang perusahaan-perusahaan untuk

melakukan pertemuan dalam rangka
pembentukan forum CSR di kabupaten

lamongan, tapi setiap kali di undang, yang

hadir hanya sedikit. Dari 30 perusahaan

yang kami undang hanya 5 yang hadir. Hal
ini yang menyulitkan koordinasi
pembentukan forum csr tersebut™.

Dari 119 perusahaan yang beradadi Kabupaten
Lamongan, tercatat hanya 3 perusahaan yang
secara rutin mengeluarkan CSR dan memberikan
laporan kepada Bappeda Kab.Lamongan, yaitu
BRI, Bank Jatim, dan Wisata Bahari Lamongan
(WBL). Hal ini yang diungkapkan oleh bapak Galih
Yanuar selaku Kasubdit Ekonomi Bappeda
Lamongan.

“Sampai tahun 2015 Bappeda
Lamongan mengalokasikan anggar -
an Rp. 50.000.000 untuk program
tindak lanjut CSR di Kabupaten
Lamongan. Akan tetapi di tahun
2016 ini, kami sudah tidak lagi
mengalokasikan anggaran untuk
tindaklanjut pelaksanaan CSR,
karena keterbatasan anggaran yang
kami miliki dan banyaknya program
yang kami miliki”

Kendala pembentukan forum CSR di
Kabupaten Lamongan adalah tidak maksimalnya
koordinasi dan sinkronisasi antara program yang
dicanangkan oleh Pemkab. Lamongan dengan
program CSR yang dilaksanakan ol eh perusahaan,
sertabelum terbentuknya Forum CSR di Kabupaten
L amongan disebabkan beberapakendal g, yaitu:

1) Perbedaan Persepsi tentang CSR antara
BAPPEDA dengan Sektor Usaha.

2) Kesadaran perusahan untuk melakukan CSR

masi h rendah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Galih
Yanuar (Kasubdit Ekonomi Bappeda
Lamongan) dalam wawancara
“kesadaran perusahaan-perusahaan di
lamongan untuk melakukan CSR masih
rendah, ini karena mereka masih
menganggap CSR bukanlah suatu
kewajiban, tapi lebih ke beban. Sebagian
dari perusahaan juga lebih suka
menyalurkan program CSR sendiri”.

3) Jumlah perusahaan / sektor usahayang sedikit
Hal ini dijelaskan oleh bapak Edwin selaku
Sekretaris Bappeda Lamongan
“jumlah CSR dari perusahaan di
kabupaten lamongan masih kecil, ini bisa



Rochayartun, Analisis Pengembangan Kelembagaan Forum CSRdi Jawa Timur, 295

kami maklumi karena sector usaha di
lamongan tidak seperti di kabupaten/kota
lain seperti tuban dan gresik. Di lamongan
masih didominasi oleh perusahaan-
perusahaan dengan skala kecil, sehingga
kami selaku pihak pemda tidak bisa
memaksa mereka untuk mengeluarkan
CSR”

4) Keterbatasan Anggaran Pemkab. Lamongan
Hal ini yang diungkapkan oleh bapak Galih
Yanuar selaku kasubdit ekonomi bappeda
lamongan
“sampai tahun 2015 bappeda lamongan
mengal okasikan anggaran Rp. 50.000.000
untuk program tindak lanjut CSR di
kabupaten lamongan. Akan tetapi di tahun
2016 ini, kami sudah tidak lagi
mengal okasikan anggaran untuk
tindaklanjut pelaksanaan CSR, karena
keterbatasan anggaran yang kami miliki
dan banyaknya program yang kami miliki”

5) TerlaluBanyak Forum Sgjenis
Ini tersirat dalam pernyataan dari Bapak Galih
dalam petikan wawancara berikut
“di kabupaten lamongan ini banyak
terdapat forum-forum yang mewadahi
berbagai aspirasi masyarakat, seperti fo-
rum kabupaten sehat, forum kesenian, dil.
Hal ini yang membuat kami selaku bappeda
lamongan tidak bisa terlalu focus pada
salah satu forum saja seperti forum CSR ini,
karena minimnya tenaga yang kami miliki
dan banyaknya forum-forum yang harus
kami koordinasi dan monitor”

Forum CSR Kabupaten Tuban

Sdlah satu carayang dilakukan ol eh pemerintah
untuk mencapai tujuan adalah membentuk forum
tanggung jawab sosia perusahaan (TSP). Payung
hukum atas pembentukan forum tersebut adalah
PerdaNomor 4 tahun 2011 tentang tanggung jawab
sosial perusahaan yang ditindaklanjuti oleh
Kabupaten Tuban dengan Keputusan Bupati
(Perbup) Tuban nomor 188.45/172/KPTS/414.012/
2011 tentang forum komunikasi program cor porate
social responsibility (CSR) di Kabupaten Tuban.

Padatahun 2015 pemerintah daerah K abupaten
Tuban menerbitkan Perda K abupaten Tuban No. 3
tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial
perusahaan. Peraturan Daerah ini dimaksudkan

untuk memberi kepastian dan jaminan hukum atas
pelaksanaan program TSP di daerah sertamemberi
arahan kepada semua perusahaan dan pemangku
kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri
memenuhi standar internasional dalam membangun
keunggulan kompetitif berkelanjutan. Upayanyata
yang dilakukan pemerintah Daerah untuk
menindaklanjuti Perda no. 3 tahun 2015 menurut
Bapak Imron Achmadi selaku kepala bidang
Ekonomi Bappeda Tuban adalah dengan
mengundang perusahaan-perusahaan yang berada
di Tuban dalam musyawarah perencanaan
pembangunan (M usrenbang) tahun 2015. Meskipun
demikian, jumlah pesertadelegasi dari perusahaan
yang hadir relatif sedikit dibandingkan jumlahtotal
perusahaan yang adadi Tuban. Beliau menegaskan
bahwa terdapat dua kali pertemuan selama tahun
2015 untuk membahas upaya mensinergikan
program-program daerah dengan program tanggung
jawab sosial perusahaan di kabupaten Tuban.

Berikut keterangan yang diberikan oleh Bapak
Dharmadin Noor selaku Staf Bidang Ekonomi
BappedaTuban,

“untuk kabupaten tuban sendiri,
meskipun forum CSR beserta
struktur kepengurusannya telah
terbentuk sejak tahun 2011, kami
merasa forum ini masih belum op-
timal. Hal ini terlihat dari jumlah
dana CSR yang disalukan dari
tahun ke tahun tidak ada
peningkatan yang signifikan.
Untuk itu kami berusaha
merangkul semua perusahaan
dan instansi terkait, dengan cara
mengi kutser takan/memasukkan

mer eka dalam struktur
kepengurusan forum CSR periode
2016-2021".

Untuk membantu administrasi dan pelaporan
dana CSR Bappeda mempekerjakan duakaryawan
kontrak. Kedua karyawan ini bertugas untuk
merekap dan mensinkronisasikan pelaporan CSR
oleh Bappeda dan perusahaan melalui website CSR
Tuban yaitu www.csr.tubankab.go.id. Meskipun
demikian kedua karyawan ini hanya berfokus pada
administrasi sgja, tidak pada program CSR. Oleh
karenaitu, menurut Bapak Suwanto (Staf Bidang
Ekonomi Bappeda Tuban) diperlukan alokasi dana
tambahan untuk mempekerjakan setidaknya 2
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tenagakontrak agar fokus mengurus masalah CSR.

Website tersebut memuat informasi-informasi
tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan-
perusahaan yang adadi Kabupaten Tuban. Website
tersebut juga memfasilitasi untuk pelaporan
pelaksanaan CSR secara online, sehingga masing-
masing perusahaan di Kabupaten Tuban yang telah
melaksanakan kegiatan CSR, dapat mel aporkannya
secara realtime melalui website tersebut.

Forum CSR Kabupaten Blitar

1. Menjalinkemitraan dan sinergi yang harmonis
bersama stakeholders dalam upaya

2. Percepatan penanggul angan kemiskinan

3. Perbaikan kudlitaslingkungan hidup

4. Perbaikan perikehidupan rakyat Kabupaten

Blitar dalam arti luas
Tujuan Forum CSR Kabupaten Blitar
1. Menginventarisir rencana program/kegiatan

CSR dalam wilayah K abupaten Blitar
2. Menjdinsinergi danintegrasi progranvkegiaan

CSR dengan perencanaan pembangunan

daerah
3. Merumuskan mekanisme dan prosedur

penyaluran kegiatan CSR dalam wilayah

Kabupaten Blitar
4. Memberikan masukan kepada Pemerintah

Daerah dalam perumusan kebijakan tentang

pel aksanaan CSR di Kabupaten Blitar
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan CSR di Kabupaten Blitar

Pada tahun 2013 Bappeda Kabupaten Blitar
mengadakan rapat pertama untuk forum CSR
dengan tujuan menetapkan daftar program
perencanaan usulan kegiatan yang bisaditawarkan
ke perusahaan CSR.Selain menetapkan daftar
program tersebut, dalam rapat pertamajugadisusun
struktur kepengurusan forum CSR Kabupaten
Blitar. Bapak Roni A. Satriawan juga menegaskan

“ Pada saat rapat pertama tahun
2013, kami juga menyusun peta
tematik, supaya perusahaan lebih
mudah kami arahkan merealisasikan
CSR ke wilayah-wilayah yang sudah
kami petakan”

Pada tahun 2014, di Kabupaten Blitar telah
dilakukan CSR Award Pertama. CSR Award ini
bertujuan untuk memotivas perusahaan-perusahaan
sebagai anggota forum CSR agar |ebih maksimal
merealisasikan CSR mereka.Penghargaan CSR
Awardini diberikanlangsung oleh Bupati Kabupaten

Blitar. Bapak Roni menambahkan informasi
“Pada saat itu kami sgjujurnya masih
bingung dalam indikator dalam
pemilihan pemenang CSR Award, jadi
kami masih harus lebih belajar lagi”.

Beliau juga berkata bahwa komunikasi yang

dibangun oleh Bappeda dan perusahaan masih
kurang, jadi masih perlu door to door. Perbup
dalam CSR di Kabupaten Blitar masih baru saja
turun di Bulan November 2015.Untuk tahun 2016,
direncanakan bahwausulan CSR akan disinergikan
dengan Musrenbang agar lebih tepat sasaran,
karena di Kabupaten Blitar ada titik-titik daerah
yang masih perlu dilakukan pembangunan yang
layak.

Forum CSR Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di
Bappeda Kabupaten Tulungangung, Kabupaten
Tulungangung sudah terbentuk Forum CSR. Payung
hukum atas pembentukan forum tersebut adalah
PerdaNomor 5 tahun 2012 tentang tanggung jawab
sosial perusahaan yang ditindaklanjuti oleh
kabupaten Tulungagung dengan K eputusan Bupati
(perbup) Tulungagung nomor 188.45/168/013/2015
tentang Forum Perusahaan Pelaksana
Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten
Tulungagung.

Bapak Sutrisno menegaskan
“Sudah ada Forum CSR yang
dibentuk tahun 2015 lalu,
anggotanya ya  perusahaan-

perusahaan disini, juga abru ada
pertemuan kapan hari itu, kami
menyodorkan beberapa program
pemerintah, dan nanti mereka yang
akan memilih program mana yang
mereka ambil untuk ber CSR”

Bapak Bambang Ermawan menginfokan
bahwarencana K abupaten Tulungagung untuk lebih
menguatkan Forum CSR adal ah untuk memberikan
CSR Award agar paraperusahaan-perusahaan |ebih
termotivas untuk memberikan kontribusi melalui
CSR untuk Kabupaten Tulungagung.

Forum CSR Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosia
Perusahaan (TSP) menyebutkan bahwa forum
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pelaksana TSP adalah organisasi komunikasi yang
dibentuk beberapa perusahaan yang mel aksanakan
program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan
pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi,
konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP
sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan evaluas
TSP perusahaan penyelenggara TSP. Peraturan ini
dibuat guna memberi kepastian dan perlindungan
hukum atas pel aksanaan program T SP perusahaan,
serta memberi arahan kepada semua perusahaan
dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri
agar Kabupaten Banyuwangi mampu memenuhi
standar internasional dalam pengelolaan program
TSP

Kesadaran ini, diwujudkan oleh pemerintah
daerah dengan menerbitkan Peraturan Bupati
Nomor 43 tahun 2015 tentang petunj uk pel aksanaan
peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor
3 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial
Perusahaan. Poin penting dari petunjuk pel aksanaan
tersebut adalah adanya pasal yang menyebutkan
tentang kewagjiban pemerintah daerah dan pelaku
usaha, serta adanya sangsi dan penghargaan bagi
para pel aku usahadalam pel aksanaan program TSP

Forum CSR Kabupaten Gresik

Payung hukum atas pembentukan forum
tersebut adalah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49
Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan TanggungJawab Sosial Perusahaan di
Kabupaten Gresik yang ditindaklanjuti oleh
Kabupaten Tuban dengan K eputusan Bupati Nomor
: 050/398/HK /437.12/2012 tentang Tim K oordinasi
Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial
Perusahaan di Kabupaten Gresik.

Pada Tahun 2012 pemerintah daerah
Kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi
kepastian dan jaminan hukum atas pelaksanaan
program TSP di daerah serta memberi arahan
kepada semua perusahaan dan pemangku
kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri
memenuhi standar internasional dalam membangun
keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Forum CSR Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo telah membuat Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman dan

Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan
Program Kegiatan TJSLP Kabupaten Sidoarjo
sebagai dasar bagi perusahaan dalam menjaga
hubungan sosial dan keseimbangan lingkungan
dengan optimal. TIJSL P Kabupaten Sidoarjo tidak
hanyadilengkapi dengan Perdanamun jugadidukung
dengan adanya Perbup No. 4 Tahun 2014 dan Akta
SK Bupati No. 188/1137/404.1.3.3/2013.

Forum CSR di kabupaten Sidoarjo sudah
terbentuk pada setiap Kecamatan, yaitu Kecamatan
Sidoarjo, Candi, Buduran, Porong, Kerembung,
Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Balongbendo,
Tarik, Prambon, Wonoayu, Taman, Sukodono,
Gedangan, Waru, dan Sedati. Hal ini sesuai dengan
yang disampaikan oleh Bapak M uzakki selaku Kas
Bidang Ekonomi yang menyatakan bahwa

“Masing-masing Kecamatan di kabupaten
Sidoarjo telah terbentuk Forum TJSLP/
CSR, dimana penasehatnya adalah
Bapak Camat dan pengurusnya adalah

perusahaan”.

Namun berdasarkan hasil studi yang dil akukan
olen Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang
bekerjasama dengan LPEP Universitas Airlangga
(2012) dengan sampel Kecamatan Taman dan
Kecamatan Waru menemukan bahwa hubungan
maupun komunikasi antara perusahaan dan
masyarakat kurang begitu baik. Program TJSLP/
CSR perusahaan di kedua K ecamatan tersebut juga
menunj ukkan kurang efektif, karenamasih terdapat
kesenjangan antara program TJSLP/CSR yang
diberikan perusahaan dengan pemerintah daerah
akan dapat menyebabkan tumpang tindih
pembiayaan program untuk masyarakat, sehingga
pembiayaan menjadi tidak efisien.

Untuk mengajak perusahaan peduli terhadap
lingkungan, Bappeda melakukan serangkaian
kegiatan seperti seminar. Hal ini jugadisampaikan
oleh Bapak Muzakki bahwa

“Pada tanggal 25 Mei 2015
Bappeda mengadakan Seminar
untuk Penguatan Sinergisasi pro-
gram CSR antara perusahaan
dengan Bappeda.”

Hal ini dilakukan agar perusahaan aktif dalam
forum, baik dalam hal pelaksanaan CSR mapun
pelaporan CSR ke Bappeda. Untuk mencapai
sinergitas antara program CSR perusahaan dan
Bappeda dapat dilakukan dengan musrembag dan
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koordinasi. Bappedadan perusahaan berbagi tugas
dalam program CSR. Bappeda bisa memberikan
informasi dan berbagai data guna penyusunan
program CSR. Perusahaan bertugas untuk wgjib
membuat program dan kegiatan CSR. Meskipun
dilakukan serangkai an kegiatan seperti seminar oleh
Bappeda, namun perusahaan yang hadir masih
minim. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muzakki
bahwa

“Perusahaan yang hadir dalam semi-

nar penguatan sinergitas yang kami

adakan masih sangat minim.”

Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan lebih
memilih untuk menjalankan CSR nya sendiri.
Perusahaan memberikan CSR juga berdasarkan
kebermanfaatan yang bisa didapatnya. Misalhya
sgja perusahaan yang bergerak dibidang Sumber
Daya Alam lebih suka memberikan CSR dalam
bidang pertanian. Hal ini selain untuk memberikan
CSR juga untuk menutup dampak dari kegiatan
operasi perusahaan.

Bappeda Sidoarjo memberikan penghargaan
kepada perusahaan yang telah melaksanakan
program TJSLP. Untuk memberikan penghargaan
tersebut Bupati membentuk Tim gunamelaksanakan
penilaian, penominasian, dan menetapkan bentuk
penghargaan. Bentuk penghargaan, tata cara
penilaian, dan penominasian diatur lebih lanjut dalam
pedoman dan petunjuk teknisyang ditetapkan oleh
K epala Bappeda K abupaten Sidoarjo.

Dengan adanya penghargaan ini diharapkan
perusahaan tidak hanya menganggap CSR sebagai
beban, karena padadasarnya CSR ini jugamemiliki
kebermanfaatan bagi perusahaan. Jika perusahaan
giat melakukan CSR dan mel aporkan CSR kepada
Bappeda, maka penghargaan yang diterima akan
membantu perusahaan mendapatkan legitimasi.
Namun sampai saat ini banyak perusahaan yang
mengganggap CSR sebagai beban. Hal ini diluruskan
oleh Bapak Muzakki dalam wawancaradi Bappeda.
Beliau menyampaikan bahwa

“CSR itu sebenarnya bisa dijadikan

biaya bukan sekedar program

sukarela. Biaya yang dibebankan
sebagai pengurang pajak maksimal

Rp. 500 juta. Meskipun diperaturan

tidak tercantum demikian karena CSR

dilaporkan setelah laba, namun dari
pajak diperbolehkan dtetapi dengan

5 kriteria yang telah ditetapkan, yaitu

bencana alam, pendidikan, litbang,
olahraga, dan ekosistem.”

Perusahaan yang berlokasi di Sidoarjo sangat
banyak, mengingat bahwa Sidoarjo merupakan
salah satu segitigaemas untuk industry. Perusahaan
diharapkan tidak hanyamemiliki tujuan labatetapi
jugatujuan social dan lingkungan. Hal ini sesuai
dengan konsep Triple BottomLine. Bapak M uzakki
juga menyampaikan hal yang sama bahwa

“Umumnya perusahaan memiliki tujuan

untuk laba. Namun sebenarnya

perusahaan itu punya 3 tujuan, yaitu
laba, social dan lingkungan.”

Perusahaan mengharapkan jika mereka
tergabung dan bersinergi dengan program Bappeda,
mereka bisa mendapatkan selembar penghargaan
yang juga bermanfaat bagi perusahaan. Bapak
Muzakki memberikan saran terkait forum CSR
perusahaan, beliau menyatakan bahwa

““Saya sarankan agar di Forum tetap ada

orang pemerintahan. Pemerintah bisa

bertugas untuk memfasilitasi program.”

Dengan adanya kerjasama antara perusahaan
dan Bappedamaka program CSR bisalebih efektif
dan efisien. Bappedayang memiliki semuainformas
terkait Kecamatannya bisa memberikan grand
desain kepada perusahaan. Dengan grand desain
perusahaan bisamengetahui desamanayang cocok
untuk diberikan program CSR terkait pendidikan,
kesehatan, dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan
pernyataan Bapak Muzakki bahwa diperlukan sesi
diskus untuk sinergitas.

“Sesi diskusi sangat diperlukan, agar
untuk suatu program tertentu dilakukan
di Kecamatan yang tepat. Misalnya CSR
pembuatan taman, bisa dilakuan di
Kecamatan Taman, dan diberikan nama
Taman Astra”.

Kegiatan CSR yang diharapkan bukan hanya
bertujuan untuk elgitimasi perusahaan, tetapi
kebermanfaatannya juga benar-benar bisa
dirasakan oleh kalangan masyarakat. Jika
pel aksanaan dan pel gporan CSR memiliki sinergitas
dengan Bappeda, dan Bappedamemiliki Tim untuk
memberikan penghargaan kepada perusahaan yang
program CSR nya bagus, maka penghargaan yang
diberikan sebenarnya sudah membantu perusahaan
mendapatkan legitimasi. Struktur kepengurusan
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program TJSLP di Kabupaten Sidoarjo, sudah
terbentuk secara resmi pada masing-masing
Kecamatan, seperti dijel askan oleh Bapak Muzakki
bahwa :

“Pengurus Forum CSR berasal dari
perusahaan, dimana ketuanya dari
perusahaan, sekertaris dari
perusahaan serta Anggota Kecamatan.
Untuk penasehat tetap Bapak Camat.
Jadi dari pemerintah hanya dua itu,
lainnya dari perusahaan dan
masyarakat.”

Forum CSR di Kabupaten Mojokerto

Payung hukum atas pembentukan forum
tersebut adalah Perda No. 7 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten
M oj okerto dan Perbup No. 50 Tahun 2013 tentang
Petunj uk teknis pel aksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) di Kabupaten M ojokerto.

Dalam Perda No. 7 Tahun 2012 disebutkan
bahwaforum pelaksana TSP adalah Organisasi atau
forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa
perusahaan dan Pemerintah Daerah yang
melaksanakan program TSP, dengan melibatkan
pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi,
konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program
TSP. Dalam proses pembentukannya forum CSR
menggabungkan beberapa Perusahaan bersama
dengan Pemerintah Daerah agar program-program
TSPterencanasecaraterpadu, harmonisdan efisien.

Mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun
2012 tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto
yang dipimpin oleh Bupati mengel uarkan Perbup No.
50 Tahun 2013 tentang Petun;j uk teknis pel aksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang
didalamnya terdapat acuan untuk pembentukan
forum CSR dan struktur organisasinya. Meskipun
di Kabupaten Mojokerto sudah terdapat Perdadan
Perbup yang mengatur tentang Forum CSR, akan
tetapi masih belumterbentuk SK Forum CSR karena
Masih dalam rencana pembuatan AD/ART dan
sekaligus pembuatan Akta Pendirian Forum CSR
di Kabupaten Moj okerto.

Identifikas Kendala Dan Permasalahan
Pelasanaan Program Yang Dilakukan Oleh
Forum CSR/PKBL Di JawaTimur

Beberapa kendala yang dihadapi Forum CSR
kabupaten/kota di Jawa Timur adalah sebagai

berikut:

1) Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum
memiliki standar operasional prosedur atau
petunjuk pelaksanaan yang jelas baik dalam
implementasi maupun dalam sistem pel aporan
kegiatan CSR;

2) Kebijakan Pelaksanaan kegiatan CSR dan
PKBL belumdilakukan singkronisas kebijakan
antaraProvins JawaTimur dengan Kabupaten
atau Kotadi lingkungan Jawa Timur, terdapat
beberapa daerah yang sudah memiliki Perda
CSR dan PKBL dan beberapa daerah belum
memiliki;

3) Laporan kinerja perusahaan serta dampak
aktivitas seluruh perusahaan belum dilaporkan
secara terbuka, sehingga pola kegiatan CSR
dan PKBL bersifat monoton dan sesuai dengan
permintaan masyarakat sekitar perusahaan;

4) Kurang optimalnya peran serta perusahaan
swasta dalam kegiatan CSR dan PKBL yang
disebabkan oleh kurang jelasnya insentif bagi
perusahaan khususnya perusahaan swastadari
Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah.

5) Belum diaturnya ketentuan Sanksi yang jelas
bagi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan
CSR dan PKBL.

6) Belum terbentuknya forum CSR dibeberapa
Kabupaten maupun kota diwilayah Provins
JawaTimur.

Selain beberapakendal atersebut, jugaterdapat
beberapa permasal ahan-permasalahan yang
dihadapi perusahaan pada implementasi CSR dan
PKBL, antaralain:

1) Permasalahan ekonomi global yang belum
stahil yang menyababkan tingkat pendapatan
perusahaan menurun dan berpengaruh terhadap
pelaksanaan CSR dan PKBL;

2) Beberapaprogram usulan untuk kegiatan CSR
dan PKBL didasarkan pada kepentingan
perusahaan dan sebagian kecil sajamerupakan
usulan dari masyarakat;

3) Pelaksanaan program CSR di JawaTimur lebih
mengarah kepadakegiatan program kemitraan
dari pada program bina lingkungan atau pro-
gram sosial masyarakat padalah yang
diinginkan masyarakat adalah lebih kepada
kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur umum dan perbaikan kualitas
lingkungan;

4) Program CSR dan PKBL belum bisadilakukan
secarakontinyu dalam kurun waktu tiap tahun
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5)

6)

1
2)
3)

4)

5)

oleh beberapa perusahaan, sehingga
keberlanjutan pembangunan masih belumjelas
arah dan tujuannya;

Dalam struktur organisas perusahaan, masih
terdapat beberapa perusahaan yang tidak
memiliki bidang khusus menangani CSR dan
PKBL sehingga sistem pelaporan CSR dan
PKBL tidak tertata secararapi;
Dalamimplementas kegiatan CSR dan PK BL
terdapat beberapa perusahaan yang belum
meyusun program pelakasanaan CSR dan
PKBL perusahaan dan hal ini disebabkan oleh
belum mengertinya beberapa perusahaan
terkait bidang-bidang yang dilakukan dalam
pelaksanaan CSR dan PKBL;

Belum semua K abupaten/K otadi Jawa Timur
memiliki Forum CSR;

Belum semuaKabupaten/K otamemiliki Perda/
Perbup (Perwali), SK FKTPS;

Belum adanyastandart baku struktur organi sasi
Forum CSR;

Pelaksanaan program CSR dan PKBL belum
memiliki SOP atau petunj uk pel aksanaan yang
jelasbaik dalam implementas sistem pelaporan
kegiatan CSR;

Belum adanya Juklak/Juknis terkait Laporan
kegiatan Forum CSR Kabupaten/K ota;

PENUTUP
Simpulan

1

Hasil kgji lapang menunjukkan bahwa semua
kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan
CSR namun belum optimal, keberadaan payung
hukum yang berupa Perda/Perbup tidak semua
daerah memiiliki, begitu jugadengan Forum CSR
padatingkat kabupaten/kota.

Forum CSR berperan sebagai fasilitator dalam
implementasi CSR perusahaan dan
mensel araskan dengan program pembangunan
pemerintah daerah. Namun masih banyak
kendalayang ditemui. .

Kegiatan Forum Komunikasi CSR di
kabupaten/kota dibentuk dengan tuj uan sebagai
sebuah semangat kerjasama Pemerintah dan
dunia usaha dalam percepatan pembangunan
daerah menjadi penting untuk disiapkan
berbagai langkah konrit dalam rangka
implementasinya.

Hasil kaji lapang di 10 kabupaten/kota
menemukan hasil bahwa tidak semua

kabupaten/kota telah memiliki Forum CSR.
Selain itu keberadaan Forum CSR belum
berperan optimal, ada beberapa hal yang
menyebabkan belum optimalnya Forum CSR
kabupaten/kota.

Saran

1)

2)

3

4)

5)

6)

7)

Pelaksanaan program CSR perlu diatur,
diselaraskan, dan disinergikan dalam suatu
wadah bersama untuk kordinasi, konsultasi,
integrasi, dan sinkronisasi mulai dari tahapan
perencanaan, pel aksanaan, monitoring sampai
evaluasi program, sehinggadapat |ebih efisien,
efektif, dan akuntabel dalam mencapai sasaran
program.

Mempercepat regulasi CSR (Perda/Perbup/
Perwali) disetiap kabupaten/kota Jawa Timur
sebagai payung hukumpelaksanaan CSR/
PKBL

Membentuk / menentukan 3 Forum CSR untuk
menjadi ‘pilot projek” Forum CSR berkinerja
baik yang bisamenjadi acuan/rujukan bagi fo-
rum-forum CSR lainnyadi Jawa Timur.
Menyusun standart operasiona prosedur (SOP)
perencanaan kegiatan CSR/PKBL kabupaten/
kotamelalui musrembang sehinggadiperoleh
sinergitas antara kegiatan CSR perusahaan
dengan program pembangunan daerah.
Menyampaikan informasi program CSR
kepada masyarakat dan para stakeholder
lainnya lebih efektif adalah melalui aliansi
strategis dengan berbagai media massa.
Melakukan komunikasi baik dalam bentuk be-
low the line, maupun above the line antara
lain, sosialiasi dengan pemerintah daerah
kabupaten/kotamelal ui Bappeda, perusahaan,
perbankan, dan penyerahan penghargaan CSR
Jatim Award kepada perusahaan yang yang
telah pelaksanakan CSR .

Menjadikan Forum CSR Jawa Timur menjadi
rujukan nasional
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